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INTISARI

Depopulasi perdesaan atau menurunnya jumiah absolut penduduk perdesaan
merupakan fenomena baru dalam sejarah -kependudukan Indonesia. Fenomena ini
mulai terlihat nyata di DIY sefak tahun 1990an. Sejauh ini belum ada penelition yang
menelaah hubungan antara depopulasi perdesaan sebagai wujud perubahan perilaku
reproduksi dan migrasi penduduk di satu pihak dengan arah dan intensitas
penggunaan lahan perdesaan di lain pihak sebagai wujud perubahan lingkungan
binaan. Selanjutnya pertanyaan tentang konsekuensi depopulasi terhadap perbaikon
kesejahteraan penduduk perdesaan juga penting dicari jawabannya, sebab selama ini
berbagai kebijakan kependudukan umumnya berasumsi jumlah penduduk yang kecil
merupakan prakondisi untuk meningiatkan kesejahteraan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk (1). menyusun tipologi daerah perdesaan
menurut tingkat depopulasinya, (2). mengenali determinan-determinan depopulasi
perdesaan pada tingkat regional. Selanjutnya berdasarkan tipologi yang tersusun akan
dilakukan penelitian pada tingkat rumahtangga untuk mengetahui (1). faktor-faktor
internal pada tingkat rumahtangga yang mendorong terjadinya depopulasi, (2).
konsekuensi depopulasi perdesaan pada intensitas dan orientasi penggunaan lahan
perdesaan pada tingkat rumahtangga dan (3). konsekuensi depopulasi perdesaan pada
tingkat kesejahteraan rumahtangga..

Studi penyusunan tipologi perdesaan menurut tingkat depopulasinya akan
memanfaatkan data sekunder BPS dan data primer disertal observasi lapangan dengan
telmik rapid rural appraisal (RRA). Dalam penyusunan tipologi perdesaan dan
pengenalan determinan depopulasi perdesaan pada tingkat regional digunakan metode
pemetaan dan lumpang-susun peta dalam rangka mengenali hubungan relasional
secara spasial dengan bantuan tekmologi Sistem Informasi Geografi (GIS). Survai
rumahtangga dilakukan pada desa-desa yang dipilih berdasarkan hasi! tipologi di atas.

" Disarikan dari hasil penelitian yang dibiayai oleh Proyek Penelitian dan Pengkajian [imu Pengetahuan Dasar,
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun Anggaran 1997/1998.
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Survai rumahiangga ini diperivkan unink menjelaskan berbagai faklor internal yang
mendorong rumuhtangea perdesaan mengalami depopulasi dan mengenali konsekuensi
depopulasi perdesaan pada intensitas dan orientasi penggunaan lahan. Analisis siatistik
baik yang bersifar deskriptif meupun relosional akan dipergunakan untuk mencapai
tufuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secaru keruangan wilayah perdesaan di
Kabupaten Buntul yang mengalami depopulusi berbentuk dua buah gugus, yaitu: (a).
satu gugus besur di wilavah dararan rendah yvang meliputi Kecamatan Tirtohargo,
Srigading, Bumbanglipuro, Srandakan, Pundong dan sebagian Imogoiri dan (b). satu
buah gugus kecil di sekitar Kecamatan Dlingo. Terdapal empat macam faktor yang
menentukan terjadinya depopulusi perdesaan di Kabupaten Bantul, yaitu: (a). fakror
fisik alamich yang berupa kerentanan wilayah terhadap bencana alam banjir dan
kekeringan, (b). tingkat pendidikan musyarakat yang relatif tinggi, (c). isolasi wilayah
yang tercermin dari sulitnya interaksi dengan Kota Yogyakarta sebagai pusat penyedia
kesempatan kerja non-pertanian serta (d). terjadinya migrusi keluar yang besar sebagai
akibat dari sempitnya kemungkinan melakukan mobilitas non-permanen ke kota secara
efisien.

Depopulusi perdesuun puada ringhat rumahiangga terjadi karena rendabnya
tingkat kelahivun dun kematiun sefumu limu belas tahun terakhir  disertai dengan
tingkat migrasi keluar yang ringgi pula. Menurunnye jumlah absolut penduduk
perdesaan pudu tingkat rumuhtungga ditungkup sebugal peluang untuk melonggarkan
tekanan subsistensi dalam rungka menuju kowmersialisasi pertanian pada skala usaha
yang amat kecil Konsekwensinyu depopulasi perdesaun tidak diikuti dengan penurunan
tekanarn penduduk atas lahan, teiapi sebuliknya jusiru ditkuti dengan peningkatan
intensitas tanum penggunaan musuken dun icknologi modern serta pemanfaatan tenaga
kerja luar keluurga, sebagai suplemen kecilnva jumiah ienaga kerja rumahtangga.
Meskipun secara sosial-ekoromi depopulusi telah mumpu mengantarkan masyarakai
pada tingkat kesejahteraan yung lebiuh tinggi, namun keberlanjutan kegiatan
komersialisasi ini perlu dipertanvakan.

PENGANTAR

Daerah perdesaan di negara sedang berkembany seringkali dideskripsikan
sebapai daerah yanyg mengalami helebihan penduduk. sehingga tekanan penduduk atas
sumberdaya lahan terjadi pada tinghalan vang sangat berat. Hasil studi mengenai kaitan
penduduk dan sumberdaya lahan di Indonesia sampai dengan tahun 1970an diwarnai
dengan pesinisnie untuk tercapainva kehidupan yang lebih baik di daerah perdesaan.
Aspek penduduk pada periode iii. dar bahkan sumpai saal i, dianggap sebagai variabe)
yang berhubungan langsung secara negatif dengan pertumbuhan ekonomi (Titus, 1991).
Hal im tercermin dari banyakmya program-program pembangunan baik yang bersifat
insenuf maupun disinsentif sung diwjuhan uouk  mengontrol laju  pertumbuban
penduduk. Pada pilirannyva dengan kebijakan tersebut diharapkan akan terjadi imbangan
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yang lebih rasional antara jwnlah penduduk dan sumberdaya, sehingga tingkat

kesejahteraan penduduk dapat dengan lebih mudah diperbaiki.

Pembangunan bidang kependudukan melaluj transmigrasi, keluarga berencana
dan kesehatan telah mengantarkan masyarakat Indonesia pada tercapainya sasaran antara
pembangunan bidang kependudukan. yaitu laju pertumbuhan penduduk yang relatif
rendah untuk ukuran negara sedang berkembang. Bahkan untuk kondisi sebagian daerah
perdesaan di Daerah Istimewa Yogyakarta tercatat laju pertumbuhan penduduk negatif
(Huisman dan Stoffers. 1991; Kasto, 1993). Ini berarti bahwa secara absolut jumlah
penduduk di dacrah perdesaan akan semakin berkurang dan tekanan penduduk atas
Jahanpun secara teoretik juga berangsur-ungsur menurun. Pada saat yang sama untuk
Daerah Istimewa Yogyakarta hal ini juga disertai dengan diversifikasi ekonomi
perdesaan, sehingga tekanan penduduk atas sumberdaya lahan pertanian di daerah
perdesaan diduga sudah semakin berkurang. Bukti-bukti empirik menunjukkan bahwa
diversifikasi perdesaan ini didorong juga oleh keberhasilan pembangunan bidang
infrastruker (Rotge, 1992).

Menurunnya jumlah absolut penduduk daerah perdesaan di Daerah Istimewa
Yogyakarta merupakan fenomena baru dalam sejarah kependudukan Indonesia setelah
kemerdekaan. Sebagai suatu fenomena baru hal ini belum terdokumentasikan dengan
baik dan sistematis. Demikian pula detenninan-determinannya pada tingkat regional dan
rumahtangga juga belum dimengerti secara pasti. Dalam hal ini kaitan antara depopulasi
perdesaan sebagai cerminan perubahan perilaku reproduksi dan migrasi penduduk di satu
pihak dengan oricniasi dan iniensitas penggunaan lahan perdesaan sebagai wujud
lingkungan binaan di pihak lainnya bersama-sama dengan diversifikasi ekonomi
perdesaan juga merupakan hal yang perlu dipelajar dalam rangka mengenali berbagai
determinan depopulasi perdesaan baik pada tingkat regional maupun rumahtangga.
Pertanyaan sentral yang juga penting dijawab adalah mengenai kesejahteraan penduduk
di daerah-daerah yang mengalami depopulasi: benarkah dengan jumlah penduduk yang
lebih kecil kesejahteraan yang lebih baik telah dapat dicapai ?

Secara umum penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan antara proses
depopulasi perdesaan dengan tekanan penduduk atas lahan pada tingkat regional dan
rumahtangga. Secara rinci twjuan penelitian dapat dipilahkan menjadi dua tingkatan
sebagai berikut:

1. Pada tingkat makro bertujuan {(a) menyusun tipologi daerah perdesaan menurut
tingkat depopulasinya, dan (b) mengepali determinan-determinan depopulasi
perdesaan pada tingkat regional.

2. Pada tingkat mikro. berdasarkan tipologi daerah perdesaan menurut tingkat
depopulasinva dilakukan survai rumahtangga untuk mengetahui (a) faktor-faktor
intemal pada tingkat rumahtangga yang mendorong terjadinya depopulasi, (b)
konsekuensi depopulasi perdesaan pada intensitas dan orientasi pengpunaan lahan
perdesaan pada tingkat rumahtangga dan (c) konsekuensi depopulasi perdesaan pada
tingkat kesejahteraan rumahtangga.
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STUDI PENDAHULUAN DAN KERANGKA TEORETIK

Studi mengenai imbangan antara penduduk dan suberdaya lahan yang ada pada
umurmnya bermaksud menunjukkan besamya permasalahan ketimpangan antara kuantitas
penduduk dengan sumber-sumber ekonomi (Boserup, 1965; Bryant, 1973; Titus, 1991).
Catatan-catatan yang ada sejak jaman kolonial menunjukkan bahwa kelebihan penduduk
di Pulau Jawa sudah dirasakan semenjak awal abad ini yang kemudian ditindaklanjuti
dengan pelaksanaan program Xolonisasi mulai 1905 (Pelzer, 1945; Heeren, 1979).
Meskipun sebagai program yang berorientasi demografis kolonisasi dapat dikatakan
gagal dalam mengimbangi jumlah penduduk yang masuk ke Jawa, namun sebagai
permukiman pioner ia telah mampu menarik lebih banyak transmigran swakarsa. Bahkan
tidak berlebihan pemyataan Mantra (1981) bzhwa transmigran, melalui mekanisme
migrasi berantai. akan menarik sanak saudaranya untuk menetap di daerah baru.

Jika kolonisasi, yang sekarang dikenal dengan transmigrasi, dapat dikatakan
gagal memenuhi tujuan demografisnya, maka program lainnya seperti keluarga
berencana justru menunjukkan hasil yang sangat baik dari sudut pandang demografis.
Hal ini secara makro ditunjukkan oleh laju pertumbuhan penduduk nasional yang selalu
berhasil ditekan dari satu periode sensus penduduk ke periode lainnya. Bahkan dengan
kemajuan di bidang kesehatan vang selalu berhasil menekan angka mortalitas, secara
keseluruhan laju pertumbuhan penduduk secara nasional selalu dapat diturunkan. Dalam
upaya ini nampaknya Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat sukses tertinggi pada
tingkat nasional seperti ditunjukkan dengan rendahnya laju pertumbuhan penduduk
negatif di daerah-daerah perdesaan (Kasto, 1993; PPK-UGM, 1990 dan Hill, 1989).

Fenomena depopulasi perdesaan yang dialami Daerah Istimewa Yogyakarta ini
nampaknya belum pemnah dialami daerah-daerah lainmya di Indonesia sejak
kemerdekaan. Meskipun demikian belum ada penelitian khusus mengenai fenomena ini
beserta deierminan dan berbagai konsekuensinya pada berbagai tingkat pengamatan.
Dengan demikian terdapat kesulitan yang cukup berarti dalam menggali kepustakaan
yang relevan dengan topik tersebut. Namun demikian beberapa pengalaman dari negara
lain pada masa yang berbeda mungkin dapat digunakan sebagai kerangka acuan dalam
menelaah fenomena ini di Indonesia. meskipun replikasi secara penuh jelas tidak
mungkin dilakukan.

Pengalaman negara-negara indusiri di Eropa menunjukkan bahwa depopulasi
perdesaan juga terjadi pada masa revolusi industri. Depopulasi terjadi sebagai akibat
tingginya tingkat urbanisasi pada penduduh usia muda untuk memperoleh pekerjaan di
sektor industri vang terletak di kota. Hal ini kemudian memberikan kemungkinan
terjadinya restrukturisasi agraris vang imemungkinkan mekanisasi pertanian secara efisien
(Zelinsky, et al. 1970). Proses yang mirip dengan pengalaman Eropa tersebut nampaknya
pernah terulang juga di Asia Timur seperti Korea. Jepang dan Taiwan (White, 1986).

Pertumbuhan sektor non-pertanian yang relatif terdesentralisasi di kota-kota
kecil di negara-negara Asia Timur tersebul juga mampu menarik penduduk perdesaan
untuk beralib pekerjaan ke sektor perianian. Jadi depopulasi perdesaan tidak terjadi
secara intensif. karena pekerjaan-pekerjaan tersebut dilakukan di kota-kota terdekat yang



tidak memaksa seseorang untuk berpindah ke kota. Meskipun demikian karena
produkthtas sektor non-pertanian lebih tinggi daripada sektor pertanian, akhimya
petani- petani kecil justru melepaskan tanahnya. Akibatmya lahan pertanian yang
dioperasikan oleh petani menjadi semakin besar yang juga mendorong mekanisasi dan
komersialisasi pertanian.

Beberapa pengamatan penelitian terakhir di daerah perdesaan Kabupaten Bantul
dan Daerah Istimewa Yogyakarta mulai menunjukkan adanya gejala awal pengusahaan
komoditas pertanian komersial. terutama di sekitar daerah perkotaan (Rotge, 1992).
Namun demikian meskipun pekerjaan non-pertanian di kota juga menawarkan
produktivitas per satuan waktu yang lebih tinggi daripada sektor pertanian di desa,
namun belum ada bukti-bukti empirik yang menunjukkan banyaknya petani kecil yang
melepaskan tanahnya. Preposisi terakhir ini mungkin juga perlu diuji kebenarannya di
lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai depopulasi dan perubahan penggunaan lahan di perdesaan
ini mengambil tempat di Kabupaten Bantul, karena secara obyektif daerah ini mewakili
daerah di Pulau Jawa yang mengalami proses depopulasi, yaitu menurunnya jumiah
absolut penduduk sebagai akibat laju pertumbuhan penduduk yang negatif.

Penelitian ini dilakukan dengan dua tingkat analisis, dalam dua tahap, yaitu: (1)
Tahap I analisis makro regional untuk menentukan tipologi daerah perdesaan di
Kabupaten Bantul menurut tingkat depopulasinya dan mengenali determinan-determinan
regional yang menentukan tingkat depopulasi perdesaan termasuk di dalamnya aspek-
aspek kebijakan pembangunan (2) Tahap II analisis mikro untuk mengetahui faktor-
faktor yang menyebabkan terjadinya depopulast pada rumahtangga perdesaan dan
mengenali konsekuensi depopulasi perdesaan pada penggunaan lahan dan kesejahteraan
rumahtangga perdesaan

Tahap I. Analisis Makro

Analisis makro regional dilakukan dengan teknik skoring, indexing, pemetaan
dan tumpang-susun (overlay) peta-peta tematik untuk menentukan tipologi daerah
perdesaan menurut tingkat depopulasinya. Data sekunder dari setiap desa di Kabupaten
Bantul dipali dari dokumen hasil Sensus Penduduk 1980 dan 1990 yang diterbitkan oleh
Biro Pusat Statistk  (BPS)} Jakarta. Data tersebut diperlukan dalam . rangka
mengidentifikasi variabel-variabel yang akan digunakan untuk menggambarkan tingkat
depopulasi perdesaan beserta faktor-faktor determinannya. Selain itu sebuah checklist
untuk pedoman wawancara juga disusun untuk memperoleh data terbaru mengenai
depopulasi perdesaan, khususnya memuat variabel-variabel yang tidak terdapat dalam
dokumen data sekunder BPS. Pada saat yang bersamaan observasi lapangan dengan
teknik rapid rural appraisal (RRA) dilakukan untuk memperoleh konfirmasi berbagm
kesimpulan sementara dari hasil analisis data sekunder.
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Tingkal depopulasi perdesaan diukur dengan laju pertumbuhan penduduk
tahunan, sedangkan detenninan-determinannya dicari dari variabel-variabel berikut: (1)
Jarak relatif desa terhadap Kota Yogyakarta, (2) Tingkat pendidikan masyarakat, (3)
Rasio jenis kelamin sebagal proksi migrasi, dan (4} Kerentanan terhadap bencana alam.

Dalam analisi> dipergunakan peranpgkat komputer yang dilengkapi dengan
perangkat lunak sistem informasi geoprafi (Arch-Info) yang dapat memberi kemudahan
dalam pengelolaan. pengolahan. penyimpanan dan penampilan informasi keruangan,
Untuk mencari faktor-fzktor yang menentukan tingkat depopulasi perdesaan dilakukan
analisis tumpang susun antara peta tingkat depopulasi perdesaan dengan peta-peta fain
yang memuat tema-tema yang diperkirakan imenentukan tingkat depopulasi. Hasil analisis
- keruangan dengan pemetaan dan tumpang-susun tingkat depopulasi perdesaan
menggunakan Arch-lufo ini selanjutnya ditafsirkan artinya dan diidentifikasi
implikasinya.

Tahap I1. Analisis Mikro

Berdasarkan hasil analisis makro dipilih beberapa unit daerah perdesaan yang
mencerminkan tingkat depopulasi perdesaan dari yang tertinggi sampai dengan yang
terendah. Studi kasus dalam bentuk survey rumahtangga dilakukan di beberapa desa yang
mencerminkan semua iingkat depopulasi perdesaan. Desa sebagai wakil setiap tingkat
depopulasi akan dipitih vang diperkirakan paling representatif untuk mewakili kelas yang
bersangkutan. Sementara responden akan dipilih secara acak dari populasi rumahtangga
perdesaan yang mengalami depopulasi perdesaan di setiap zona dengan tingkat
depopulasi yang berbeda-beda. Dari seliap desa yang mewakili suatu tingkat depopulasi
tertentu diambil sekitar 5 persen rumahtangga sebagai responden. Dengan jumiah sampel
tersebut secara keseluruhan terdapat sekitar 302 responden yang tersebar di tiga desa
dan satu desa kontrol sebagai pembanding.

Survey rumahtangga pada Tahap Il ini mencakup pengumpulan data prime:
yang menyangkut topik-lopik berikut: (1) ldentitas rumahtangga, (2) Basis demografi
rumahtangga (jumlah anggota. strukiur. komposisi). (3) Dinamika demografi (kelahiran
kematian. migrasi). (4) Aset sumberdava untuk produksi termasuk lahan pertaniar
maupun sumberdaya non-pertamian beserla penggunaannya, (5) Alat transportasi yang
dimiliki. (6} Kesempatan kerja non-pertanian, (7) Kesempatan kerja pertanian, (8
Produksi pertanian, (9) Mobilitas anggota rumahtangga. (10) Kesejahteraan rumahtangg;
(pendapatan. pengeluaran, akses untuk memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi).

Pengolahan data dilakukan dengan memanfaatkan perangkat komputer yan;
dilengkapi dengan perangka: SPSS for Windows dalam rangka menjawab pertanyaa
mengenai faklor-fakioy yang mendorony rumalitangga perdesaan mengalami depopulas
serta mengenali konsekuensi depopulasi perdesaan terhadap perubahan penggunaa
lahan dan kesejahteraan rumahtangga. Analisis data dilakukan secara deskriptif bai
menggunakan tendensi seniral. tabel tunggal dan tabel silang. Penafsiran data selai
dilakukan menggunakan hasi! tabulasi dan uji statistik deskriptif juga dilengkapi denga
hasil wawancara mendalam dengan informan terpilih.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini sesuai dengan butir-butir mjuan yang digariskan terdahulu
terdiri atas: (1) Pola keruangan dan determinan regional depopulasi perdesaan, (2)
Depopulasi perdesaan: beberapa ukuran intensitas, (3) Faktor-faktor pendorong
terjadinya depopulasi pada tingkat rumahtangga, (4) Konsekuensi depopulasi perdesaan
pada tekanan penduduk atas lahan. (5) Konsekuensi depopulaso pada kesejahteraan
runahtangga.

1. Pola Keruangan dan Determinan Regional Depoputasi Perdesaan

Depopulast perdesaan pada tingkat regional dalam penelitian ini diukur dengan
laju pertumbuhan penduduk tahunan. Untuk memperoleh laju pertumbuhan penduduk
yang tepat, dalam penelitian digunakan data hasil Sensus Penduduk 1980 dan 1990
sebagai pangkal perhitungan. Alasan penggunaan data dari dua hasil sensus ini ialzh
adanya konsep dan definisi yang sama tentang penduduk total di suatu wilayah, sehingga
perhitungan laju pertumbuhan penduduk antar dua sensus tersebut akan menghasilkan
angka yang benar. Meskipun tersedia data dengan tahun terbaru untuk Kabupaten Bantul,
namun data tersebut bersumber dari registrasi penduduk atau hasil estimasi yang disusun
dengan konsep dan definisi yang berbeda. sehingga akan menghasilkan laju pertumbuhan
penduduk yang tidak tepat.

Hasil perhitungan pertumbuhan penduduk perdesaan di Kabupaten Bantul
secara keseluruhan pada periede 1930-1990 berkisar antara -1,09 sampai depgan 4,58
persen per tahun, atau dengan kisaran (range) sebesar 5,67 persen per tahun. Besarmya
kisaran angka pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantul ini menunjukkan adanya
keragaman yang amat tinggi dalam hal karakieristik wilayah vang secara langsung
maupaun tidak langsung mempengaruhi dinamika pertumbuhan penduduk. Laju
perturmbuhan penduduk yang tinggi cenderung dialami oleh desa-desa di pinggiran Kota
Yogyakarta dan sekitar koridor Yogyakarta - Bantul. Selain itu pertumbuban penduduk -
yang relatif tinggi juga secara sporadis dapat ditemukan di kota kecamatan seperti
Imogiri dan Pajangan.

Sementara itu laju pertumbuhin penduduk negatif telah dialami oleh desa-desa
di dataran rendah bagian selatan, yaitu di Kecamatan Tirtohargo, Srigading, Srandakan,
Bambanglipuro, Imogiri dan Pundong yang sebagian wilayahnya merupakan wilayah
rawan bahaya banjir serta penggenangan dalam waktu yang relatif lama pada musim
penghujan. Selain itu beberapa desa di sekitar Kecamatan Dlingo yang memiliki relief
yang berbukit dan selalu mengalami kekurangan air pada musim kemarau juga banyak
yang telah mengalami depopulasi. Gambar 1 berikut menyajikan disiribusi desa-desa di
Kabupaten Bantul menurut tingkat depopulasinya.

Dilihat pola keruangannya depopulasi perdesaan di Kabupaten Bantul
membentuk suatu gugus di bapian selatan sepanjang pantai kecuali Parangtritis dan
sepanjang Sungai Opak sampai dengan Sungai Oya. Gugus yang lebih kecil dapat
diamati di Kecamatan Dlingo yang terdiri atas Desa Dlingo, Jatimulyo dan Temuwuh.
Dengan pola seperti ini dapat ditafsirkan bahwa depopulasi penduduk perdesaan



cenderung terjadi di wilayal yang rawan bencana alam. khususnya banjir dan kekeringan.
Meskipun demikian dari hasi tumpang-susun dengan peta-peta tematik lainnya juga
memberikan indikasi pentingnya faktor pendidikan dan migrasi. Ini ditunjukkan oleh
adanya asosiasi yang kuat antara fenomena depopulasi dengan tingginya penduduk yang
melek huruf dan rendahnya angka rasio jenis kelamin.

Faktor pendidikan yang dilihat dari data tahun 1993 menunjukkan bahwa desa-
desa yang terdepopulasi memiliki tingkat melek huruf vang tertinggi, sekelas dengan
wilayah di pinggiran kota Yogyakaria. Ini berarti bahwa pendidikan penduduk yang
tinggi merupakan sebagian faktor pendorong terjadinya proses depopulasi perdesaan di
wilayah dataran rendah Kabupaten Bantul. Orang yang terdidik dapat melihat alternatif
lain untuk melakukan perbaikan hidup di luar desanya. sehingga keadaan desa yang
rawan bencana dan kurang memberikan Kesempatan ekonomi yang sesuai dengan
harapan akan mendorong migran potensial melakukan migrasi keluar. Sementara bagi
mereka yang tetap tinggal di desa. tingkat pendidikan vang lebih tinggi akan membuka
wawasan mereka kepada altematif strategi kehidupan yang sesuai dengan setting
sumberdaya alam setempat serta naungan sumberdaya produktif yang dimiliki masing-
masing rumahtangga. Dalam hal ini minimalisasi ukuran rumnahtangga dalam bentuk
rumahtangga inti merupakan pilihan vang semakin banyak ditempuh untuk
mengantisipasi semakin mengecilnya ketersediaan sumberdaya lahan dan menuwrunnya
tekanan subsistensi.

Dari data sekunder dapat diamati bahwa di Kabupaten Bantul selama tahun
1980 sampai 1990 terjadi penurunan ukuran rumahtangga rata-rata dard 4,6
jiwa/rumahtangga menjadi 4.1 jiwa per rumahiangga. Jika kecenderungan ini
berlangsung lerus sampai dengan tahun 2000 nanti, maka Sensus Penduduk 2000 akan
mencatat angka ukuran rumahiangga vang kurang dari 4 orang/rumahtangga. Ini berarti
akan semakin banyak rumahtangpa muda di perdesaan yang memiliki anak kurang dari
dua oranp. Artinya. sebagian pasangan muda tidak lagi khawatir untuk memiliki anak
dengan jumiah yang kecil. karena dengan adanya berbagai kemajuan di bidang pelayanan
kesehatan telah mampu membentuk hevakinan masyarakat bahwa kelangsungan hidup
anak memiliki probabilitas yang semakin tingyi dari wakw ke wakiu. Selain ketersediaan
fasilitas pelavapan kesehatan yang memadai. pengetahuan masyarakatpun juga sudah
cukup rasional untuk mengambil Keputusan mengenai besarnya jumlah anggota
rumahtangga yang cukup kecil dibandingkan generasi sebelumnya. Ini juga sejalan
dengan fakta bahwa angka mortalitas yang sudah rendal. seperti di DI'Y pada umumnya,
diikuti dengan angka fertiliias yang rendah.

Depopulasi perdesaan selain disebabkan oleh semakin kuatnya masyarakat
dalam menganut norma keluarga heci). juga disebabkan oleh tingginya angka migrasi
keluar dari wilayah-wilayah vang rerdepopulasi tersebut. Kelangkaan data migrasi yang
dapat dipercaya pada unit analisis desa menyebabkan kesulitan yang berarti dalam
menafsirkan keterkaitan antara depopulasi dengan migrasi. Untuk kepentingan melihat
besar kecilnya migrasi di suaru desa digunakan proksi rasio jenis kelamin. Hal ini
didasari suatu fakta bahwa migrasi itt biasanya selektif menurmt umur dan jenis kelamin.
Kelompok penduduk yang potensial bermigrasi ialab mereka yang masih dalam usia
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kerja dan berjenis kelamin laki-laki. Rasio jenis kelamin merupakan perbandingan antara
jumlah laki-laki terhadap jumlah perempuan di suaw wilayah. Jika angkanya lebih besar
dari 100 berarti ini mencerminkan wilayah dengan surplus migrasi masuk, sedangkan
angka kurang dari 100 mencerminkan wilayah yang mengalami defisit migrasi.

Kebanyakan desa-desa di Kabupaten Bantul memiliki angka rasio jenis kelamin
yang kurang dari 100. Artinya, sebagian besar desa di kabupaten ini merupakan desa
yang mengalami defisif migrasi. Desa-desa yang memiliki surplus migrasi terletak di
sekitar Kota Ydgyakarta, sebagal konsekuensi wilayah yang memang harus menerima
luberan penduduk migran dari Kotamadya Yogyakarta atau daerah-daerah lainnya.
Sementara desa-desa yang mengalami depopulasi perdesaan pada umumnya juga
memiliki angka rasio jenis kelamin yang kuwrang dari 100. Ini berarti bahwa migrasi
keluar yang besar juga terjadi di desa-desa yang mengalami depopulasi perdesaan.

Faktor lain yang juga sangat penting peranantya adalah aksesibilitas dari desa-
desa yang terdepopulasi ke Kota Yogyakarta. Depopulasi perdesaan cenderung tidak
tefjadi di wilayah-wilayah dengan akses yang mudah ke Kota Yogyakarta, karena akses
yang mudah ke kota dapat mengurangi tekanan ekonomi rumahtangga perdesaaan dengan
jalan melakukan komutasi (nglaju) ke kota untuk memperoleh pekerjaan. Desa-desa
yang terdepopulasi berada di luar zona kotnutasi yang efisien ke Kota Yogyakarta. Hal
ini diperkuat dengan pengamatan lapangan bahwa pelayanan angkutan umum belum
menjangkau desa-desa yang terdepopulasi, atau jika telah ada pelayanan angkutan umum
akan memakan waktu antara 1-2 jam atau lebih, sehingga tidak efisien bagi penglaju
yang umumnya bekerja di sektor-sektor ekonomi inferior di kota. Dengan perjalanan
menggunakan kendaraan umum sejauh itu akan terlalu besar porsi wakm yang
dicurahkan dan penghasilan yang terserap untuk biaya angkutan. Oleh karena itu
kesulitan ekonomi yang dihadapi rumahtangga akibat rendahnya pendapatan di sektor
pertanian cenderung diatasi dengan mekanisme migrasi secara permanen atau sirkulasi
dalam rangka menangkap peluang ekonomi non pertranian di tempat lain.

Dengan demikian secara ringkas dapat disimpulkan faktor-faktor yang
menentukan terjadinya depopulasi perdesaan ini meliputi (a). faktor alamiah berupa
kerentanan wilayah terhadap bencana banjir dan kekeringan, (b). faktor laju pertumbuhan
penduduk alami yang semakin menurun seperti terlihat dari semakin populernya struktur
rumahtangga inti dan semakin mengecilnya ukuran rata-rata jumlah anggota nunahtangga
dan (c). faktor migrasi keluar yang besar karena kecilnya kemungkinan untuk mencari
kesempatan kerja non-pertanian di kota terdekat yang diakibatkan oleh (d) lokasi desa
yang berada di luar zona komutasi ke Kota Yogyakarta yang dapat menawarkan
kesempatan kerja non-pertanian.

2. Depopulasi Perdesaan: Beberapa Ukuran Intensitas

[ntensitas terjadinya depopulasi perdesaan dapat dilihat dari perubahan ukuran
rata-rata jumlah anggota rumahtangga dari waktu ke waktu. Secara absoclut ukuran ini
dapat dilihat dari jumlah anggota rumahtangga rata-rata saat ini dan perkembangannya
selama sepuluh tahun terakhir. Desa-desa Dlingo, Srigading dan Tirtohargo yang
mewakili desa-desa yang mengalami proses depopulasi umumnya memiliki rata-rata
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ukuran rumahtangga mendekati 4 orang per rumahtangga. Sementara Wirckerten sebagai
desa kontrol menunjukkan angka rata-rata jumlah anggota rumahtangga yang mendekati
angka 5,

Dapat dikemukakan bahwa desa-desa yang mengalami depopulasi memang
terbukti memiliki rata-rata jumiah anggota rumahtangga vang jauh lebih kecil daripada
kelompok: kontrot. Hal ini antara lain dapat dilihat dari besarnya proporsi rumahtangpa
dengan struktur rumahtangga inti yang berukuran kecil di Desa-desa Dlingo, Srigading
dan Tirtohargo. sementara Desa Wirokerten yang ditampilkan sebagai kelompok kontrol
menunjukkan proporsi rumahtangga dengan struktur ekstended dan kompleks dengan
ukuran rumahtangga yang besar. Hal ini juga konsisten dengan anpka-rata-rata juralah
anggota yang cenderung lebih kecil di desa-desa terdepopulasi daripada di desa kontrol.

Ukuran depopulasi menggunakan angka rata-rata jumlah anggota rumahtangga
hanya akan memberikan gambaran sesaat saat ini. Untuk menunjukkan proses depopulasi
di desa-desa yang ditelili dapat ditunjukkan perkembangan jumlah anggota rumahtangga
selama sepuluh tahun terakhir.

Dibandingkan dengan kondisi {980-1990 ketika desa-desa tersebut mencatat
laju pertumbuhan penduduk yang negatif, struktur perubahan vkuran rata-rata jurnlah
anggota rumahianpgga di dacrah penelitian sampai saal ini masih juga menunjukkan
kecenderungan stagnasi atau bahkan penurunan. Hal ini terlihat dari besamya proporsi
rumahtangga yang mengalami perkembangan turun dan tetap secara keseluruhan dalam
waktu sepulub tahun terakhir. wamanya uniuk Desa Srigading dan Tirtohargo.

Sementara Desa Dlingo. meskipun telah mengalami depopulasi semenjak 1980-
1990, namun proporsi rumablangga yang mengalami perkembangan jumlah angpota
rumahtangga naik dan tetap proporsinya menyerupai Desa Wirokerten sebagai kelompok
kontrol. Hai ini terjadi sebagai akibat masih tersedianya lahan yang relatif tuas di desa ini
dan semenuara itu sebagian masyarahatnya melakukan mobilitas non-permanen ke kota-
kota besar yang pada gilirannya juga akan keinbali menetap sebagai rumahiangga di
Diingo dengan dukungan sumberdava keuangan dari para pelaku mobilitas nop-
permanen yang sementara 1inggal di kota. Jika interpretasi ini dapat diterima maka laju
pertumbuhan penduduk yvang negatit di Dlingo ini kemungkinan tidak akan berlangsung
lamna, karena semakin besamya orang yang menggantungkan hidupnya dari ekonomi kota
vang merperlakukan Diingo sebagai tempat tinggal ulamanya di hari depan.

3. faktor-fakior Pendorong Terjadinya Depopulasi Pada Tingkalt Rumahtangga
Untuk mengidemitikasi fakior-fakior yang mendorong terjadinya depopulasi
perdesaan dapai dilihat berbagai homponen vang mempengaruhi perkembangan
penduduk vang meliputi kelahiran, kematian seria migrasi sejak tahun 1980 sampai
dengan saat inj. Kelahiran selmna lima belas tahun terakhir ini sudah menurun dengan
drastis. Hal ini dapar dibuktikau dengan membandingkan besamya jumiah
pendudukberusia kurang dari lima talivn dengan helompok penduduk dengan umur yang
lebih tinggi. Secara konsisien di semua desa sampel yang mengalami depopulasi
kelompok pendudubh umur kurang dam lima tahun besarnya kurang dari separuh
kelamnok penduduk umur 3-14 rahun. Hal ini menunjukkan adanyva penurunan tingkat




fertilitas secara graduil pada masyarakat yang tengah mengalami depopulasi perdesaan
selama sekitar 15 tahun terakhir.

Hal ini nampaknya juga berkaitan dengan suatu kenyataan bahwa di wilayah
yang mengalami depopulasi memang mengindikasikan rendahnya fertilitas dan
mortalitas, tetapi mengalami migrasi keluar yang amat besar. Data anak yang pemah
dilzhirkan hidup (ALH), anak yang masih hidup (AMH) dan tempat tinggal anak-anak
dari wanita berumur 50 tahun ke atas semuanya mendukung preposisi di atas. Lebih
Janjut dapat dikemukakan bahwa pada rumahtangga yang sudah paripurna, tempat tinggal
anak menunjukkan adanya migrasi keluar yang amat besar. Suatu rumahtangga dianggap
paripurna jika isteri sudah mengalami menopause, yang dalam penelitian ini
dioperasionalkan sebagai wanita yang pernah kawin dan sudah berumur 50 tahun ke atas.

Variasi yang amat kontras dalam migrasi keluar dapat diamati antara desa-desa
yang terdepopuiasi disatu sist dengan desa kontrol di pihak lainnya. Anak-anak dari desa-
desa yang mengalami depopulasi lebih cenderung memisahkan diri dari rumahtangga
orangtuanya, utamanya dengan meninggalkan propinsi DIY. Di desa-desa yang
mengalami depopulasi antara 30-40 persen anak-anak dari rumahtangga yang sudah
paripumna tinggal di propinsi lain. Kelompok yang sama pada desa kontrol proporsinya
hanya sekitar 20 persen.

Perbedaan yang kontras ini nampaknya juga berkaitan dengan peluang ekonomi
yang sangat terbatas di desa-desa yang terdepopulasi. Pada tingkat rumahtangga dapat
diamati bahwa aset penguasaan sumberdaya lahan sebagai basis produksi primer. Secara
keseluruhan rata-rata penguasaan lahan.yang terdiri atas sawah, tegalan dan pekarangan
di semua desa yang diteliti dapat dikategorikan sangat rendah dan tidak akan cukup
untuk pemenuban kebutuhan subsistensi rumahtangga. Penny dan Singarimbun (1973)
membuat perkiraan agar dapat hidup cukupan satu rumahtangga harus menguasai
setidaknya 0,7 hektar sawah dan 0,3 hektar lahan kering atau secara keseluruhannya
sekitar 1 hektar. Jika dibandingkan dengan patokan tersebut, maka hanya sebagian kecil
(kurang dari 5 persen saja) rumahtangga di desa-desa yang diteliti akan dapat hidup
cukupan.dengan kegiatan pertanian.

Rata-rata penguasaan lzhan di desa-desa yang diteliti yang terluas ada di Desa
Dlingo {0,555 hektar/rumahtangga). disusul Srigading dan Wirokerten dengan 0,422 dan
0,337 hektar/rumahtangga. Sementara di Tirtohargo rata-rata luas lahannya hanya
0,3039 hektar/rumahiangga. Dengan kondisi luas penguasaan lahan yang demikian
beragam ini dapat diperkirakan terdapat beragam strategi rumahtangga dalam mengatasi
permasalahan ekonomi rumahtangganya. Berbagai keragaman tentang strategi
rumahtangga dalam memenuhi kebutuhan ekonominya akan disajikan pada pembahasan
tentang tekanan penduduk atas [ahan, sebagai konsekuensi depopulasi perdesaan.

Sementara secara geografis desa-desa terdepopulasi merupakan bagian dari
propinsi DIY yang relatif terisolir dari pelayanan transportasi umum. Dengan demikian
akses untuk memperoleh aiternatif pekerjaan di luar pertanian yang banyak tersedia di
kota menjadi sangat terbatas. Hal ini juga dapat diamati dari relatif rendahnya tingkat
diversifikasi mata pencaharian di desa-desa yang mengalami depopulasi, khususnya
Tirtohargo dan Srigading. Kelangkaan pekerjaan non-pertanian yang dilakukan



penduduk desa-desa ini baik bersifat in-situ maupun di tempat lain merupakan bukti
rendahnya tingkat diversifikasi ekonomi pada rumahtangga yang diteliti di Tirtohargo
dan Srigading. Kecuali Dlingo dan Wirokerten sebagai desa kontrol, proporsi
rumahtangga yang memiliki pekerjaan non-pertanian baik sebagai pekerjaan pokok
maupun sebagai peherjaan tambahan hanya sekitar sepertiga dari keseluruhan
rumahtangga yang diteliti.

Dapat diamati bahwa di Wirckerten dan Dlingo keterlibatan rumahtangpga dalam
kegiatan non-pertanian mencapai proporsi hampir 90 persen. Wirokerten berasosiasi
dengan wilayah pinggiran kota yang relatif padar penduduk dan memiliki akses ke kota
yang amat tinggi, sehingga corak mata pencaharian utama penduduknya adalah non-
pertanian. Sementara Diingo juga memiliki proporsi rumahtangga non-pertanian yang
hampir sama dengan Wirokerten. Hal ini sebagai konsekuensi tingginya proporsi
penduduk yang melakukan kegiatan sirkulasi ke kota, tetapi secara periodik masih
kembali ke Dlingo karena secara de jure memang mereka adalah penduduk Dlingo.
Sekitar 50 persen rumsahtangga di Dlingo memiliki anggota rumahtangga yang
melakukan mobilitas non-permanen ke kota, sementara di desa-desa penelitian lainnya
proporsi rumahtangga semacam ini hanya sekitar sepertiga saja.

Akses ke kota dan pekerjaan non-pertanian yang baik di Dlingo dan Wirokerten
yang amat baik, nampaknya tidak ditemukan di Tirtohargo dan Srigading seperti
ditunjukkan relaiif rendahnya proporsi rumahtangga yang terlibat kegiatan non-pertanian
yang hanya sekitar sepertiganya saja. Hal inl agak mengejutkan, karena banyak ahli
mempostulasikan bahwa di wilayah padi sawah biasanya kegiatan ekonomi masyarakat
sangat terdiversifikasi (Slater. 1991 dan Braay. 1986). Nampaknya ketidakhadiran
diversifikasi ekonomi di dua desa ini dikompensasi dengan diversifikasi dan
komersialisasi pertanian ke arah tanaman yang bernilai tinggi dengan masukan kapital
vang tinggi pula tetapi memiliki masa gestasi yang sangat pendek, yaitu cabai dan
bawang merah.

4, Konsekuensi Depopulasi Perdesaan Pada Tekanan Penduduk Atas Lahan

Telah diuraikan di atas bahwa penduduk perdesaan di berbagai wilayah studi
dengan naungan sumberdaya lahan yang beragam juga menunjukkan ranggapan yang
berbeda-beda terhadap depopulasi. Depopulasi perdesaan di Desa Tirtoharge dan
Srigading mendapatkan tanggapan berbentuk perubahan kegiatan pertanian, khususnya
polz tanam yang tidak hanya monokultur padi. orientasi pilihan komoditas komersial
vang berumur pendek dan bernilai tinggi. intensitas penggarapan yang tinggi dengan
masukan teknologi modem dan suplemen tenaga kerja dari luar keluarga.

Di dua desa ini nampaknya semakin mengecilnya jumlah anggota rumahtangga
telah ditangpapi sebagai peluang untuh keluar dari perangkap pertanian subsisten
berskala keci! yang hanya memproduksi pangan untuk kepentingan rumahtangga sendiri.
Cara-cara rumahlangga di dua desa ini memenuhi keburuhan pangan, meskipun hanya
dengan Juasan lahan yang relatif sempit. memberikan dukungan pada interpretasi
tersebut. Proporsi rumahtangga vang menanam padi tanpa menjual menunjukkan angka
yang sedikit lebih rendah daripada di Wirokerten dan Dlingo. Sementara untuk kelompok
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rumahtangga yang memenuhi kebutuhan pangan dengan cara menanam dan menjual serta
dengan cara membeli scbagian proporsinya merupakan yang terbesar baik di Srigading
maupun Tirtohargo.

: . Pemenuhan kebutuhan pangan dengan usaha penanaman sendiri nampaknya
memang sudah dinilai kurang kondusif bagi pengembangan ekonomi rumahtangga di
desa-desa yang paling terdepopulasi. Dalam kondisi seperti ini masyarakat telah
mengalami reorientasi ekonomi, sehingga dapat mempertimbangkan pilihan-pilihan yang
paling rasional dalam konteks sumberdaya rumahtangga yang ada. Dengan demikian
komersialisasi dan perubahan pola tanam dengan berbagai konsekuensi ikutannya
memang merupakan pilihan yang paling rasional dalam pandangan hampir semua
rumahtangga di dua desa ini. ‘

Dalam kondisi semakin kecilnya jumlah anggota rumahtangga, tenaga kerja
keluarga cenderung dimanfaatkan secara optimum dalam kegitan ekonomi. Bahkan untuk
budidaya tanaman cabai dan bawang merah, cukup banyak rumahtangga yang
memanfaatkan buruh dari luar daerah sendiri. Dengan demikian depopulasi perdesaan
tidak memiliki konsekuensi langsung menurunkan tekanan penduduk atas lahan, tetapi
justru sebaliknya dengan terjadinya depopulasi perdesaan terjadi intensitas pemanfaatan
sumberdaya lahan secara lebih intensif. Perubahan pola tanam dari padi-padi- palawija
menjadi padi-bawang merah-cabai telah membuktikan bahwa intesitas penggunaan laban
tidak menurun bersama dengan menurunnya jumlah penduduk. Kelangkaan jumlah
tenaga kerja setempat diatasi dengan pemanfaatan tenaga kerja dari tempat lain.

Kegiatan cocok tanam tanaman bawang merah dan cabai di desa Tirtohargo dan
Srigading menyerap curahan kerja yang sedemikian besar, sehingga kegiatan pertanian
menyerap sebagian besar tenaga kerja dan waktu yang ada. Bahkan dalam kondisi
tertentu ketika terjadi kekurangan tenaga kerja untuk menggarap lahan, banyak warga
Tirtohargo dan Srigading yang mendatangkan buruh tani dari daerah Salam, Magelang.
Hal ini terlihat dari besarnya proporsi tenaga kerja luar rumahtangga yang dipekerjakan
di kedua desa yang merupakan pusat penanaman cabai dan bawang merah.

" Selain itu terdapat indikasi yang kuat juga bahwa pengeluaran rumahtangga tani
untuk masukan modermn seperti pupuk dan pestisida proporsinya cukup besar dalam
struktur biaya produksi tanaman komersial semacam bawang merah dan cabai. Hasil
perhitungan jumiah masukan rata-rata yang digunakan untuk kegiatan pertanian secara
keselurvhan menunjukan perbedaan yang amat kontras antara Desa Srigading dan
Tirtohargo di satu sisi dengan Desa Wirokerten dan Diingo di sisi lainnya. Rata-rata nilai
sarana produksi pertanian yang meliputi pupuk buatan, insektisida, herbisida dan pupuk
kandang yang digunakan untuk setiap hektar tanah per tahun di Desa Srigading mencapai
Rp 1.301.047,- dan di Desa Tirtohargo mencapai Rp 1.747.430,- ; sedangkan di Desa
Dlingo dan Wirckerten berturut-turut hanya Rp 230.398,- dan Rp 348.801,- Besarnya
perbedaan angka rata-rata nilai sarana produksi yang digunakan di desa-desa penelitian
seperti di atas menunjukkan perbedaan rapgam kegiatan pertanian yang berorientasi
subsisten di satu pihak dan berorientasi komersial di pihak yang lain,

Hal lain yang juga membuktikan adanya orientasi komersial ialah adanya upaya-
upaya yang sistematis untuk mengatasi ketidakpastian ketersediaan air yang muncul oleh
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karena bencana kekeringan dan atau banjir. Kendala alamiah tersebut diatasi dengan
pemanfaatan pompa air vang dimiliki sebagian besar warga Srigading dan Tirtohargo.
Pompa air berturut-turut dimiliki sekitar 65,7 persen dan 65,0 persen responden dari
Srigading dan Tirtohargo. Pompa air ini pada wnumnya mulai dimiliki setelah tahun
1985, ketika masyarakat menemukan kepercayaan bahwa usaha cocok tanam cabai dan
bawang merah dapat diandalkan sebagai penyangga ekonomi rumahtangga yang utama.
Dengan demikian investasi vanp relatif besar dalam bentuk pompa air pun dilakukan
dengan harapan yang akan segera dapat pulib dalam jangka waktu yang relatif singkat.

Pola adaptasi masyarakat dalam menghadapi depopulasi yang agak berbeda
dapat ditemukan di Desa Dlingo. Depopulasi perdesaan yang terjadi karena rendahnya
fertilitas dan tingginya mobilitas penduduk permanen maupun non-permanen ke luar desa
ini belum ditanggapan secara ekologis seperti dalam berituk perubahan pola dan orientasi
tanam atau penggunaan teknologi produksi dalam kegiatan pertanian. Secara tradisional
pola tanam yang ada di desa ini merupakan pertanian subsisten di lahan kering dan
marginal. Dajam sistem wusaha tani yang dilakukan terdapat komponen-komponen
pertanian tanaman semusim. tanaman keras. peternakan ruminansia dan unggas yang
masih seperti keadaan pertengahan 1980an seperti yang dilaporkan oleh Huisman dan
Stoffers (1991).

Rendahnya tingkar tanggapan vang dibertkan oleh masyarakat Dlingo terhadap
depopulasi yang terjadi diperkirakan karena masih banyaknya penduduk yang secara
periodik melakukan mobilitas non-permanen ke kota. Dengan mekanisme ini kegiatan
pertanian di desa dan kepiatan non-pertanian di kota dapat dikombinasikan secara
efisien. Namun adanya mekanisme mobilitas non-permanen dan kombinasi kegiatan
ekonomi subsisien di perdesaan dengan ekonomi kota nampaknya merupakan
penghambat terwujudnya tanggapan ekologis terhadap depopulasi. Dalam rumahtangga
migran sirkuler nampaknya sektor subsistensi dipenuhi dari hasil cocok tanam dalam
rumahtangga di perdesaan, sedangkan pemenuhan kebutuban sekunder dan tersier
dipenuhi dari hasil kegiatan ekonomi d:i kota. Dalam kondisi seperti ini investasi di
sektor pertanian dalam -skala yang cukup besar akan sulit untuk diwujudkan, karena
sektor pertanian dilihar sebagai bagian subsitensi dari ekonomi rumahtangga. Hal ini
sejalan dengan interpretasi sebelumnya bahwa rumahtangga di Dlingo memang sebagian
hesar adalah rumahtangga pertanian subsisten dalam arti menanam untuk kebunuhan
rwmantangga sendiri tanpa menjual. Jika preposisi ini benar maka dapat disimpulkan
Lehrwa subsistensi pertanian di lahan marginal seperti di Dlingo akan menghambat
terjadinya tanggapan ckologis dalam bentuk perubahan pola tanam dalam proses
depopulasi. Hal serupa tidak dijumpai di Tirtohargo dan Srigading di mana sistem
pertanian subsisten dikombinasikan dengan sistem pertanian komersial secara efisien. Di
atas semuanya itu secara alamiah wilayvah dengan sumberdaya lahan kering dan marginal
dengan kepadalan penduduh  yang rendah memang kurang kondusif bagi
terselenggaranya kegiatan ekonomi yang intensif .
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5, Konsekuensi Depopulasi Perdesaan Pada Kesejahteraan Rumahtangga

Terjadinya depopulasi perdesaan yang cukup besar di Desa Srigading dan
Tirtoharge vang secara langsung berarti menurunnya tuntutan kebutuhan akan pangan,
telah membuka peluang untuk mengurangi kegiatan pertanian subsisten dan pada saat
yang sama memperbanyak kegiatan pertanian berorientasi komersial. Bahkan kombinasi
kegiatan perianian subsisten dan komersial yang terjadi di kedua desa telah mampu
mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini antara lain dapat dilihat dari
komposisi pendapatan. pengeluaran rumahtangga untuk konsumsi kebutuhan sekunder
dan akses untuk memperoleh pelayanan sosial.

Secara keseluruhan pendapatan rumahtangga di Desa Srigading dan Tirtohargo
jauh lebih besar daripada di Wirokerten dan Dlingo. Pendapatan tahunan di Srigading
dan Tirtohargo berturut-turut mencapai Rp 11.627.326,- dan Rp 5.089.040,- ; sedangkan
di Dlingo dan Wirokerien berturut-turut Rp 4.780.875.- dan Rp 5.987.031,- . Dilihat
lebih jauh mengenai koemposisinya pendapatan masyarakat desa di Desa Wirokerten dan
Diingo yang paling dominan berasal dari pekerjaan non-pertanian{antara 50-60 persen) ,
sedangkan pendapatan masyarakat di Desa Srigading dan Tirtohargo terutama berasat
dari kegiatan pertanian (lebih dari 60 persen). Tingginya pendapatan pertanian di
Srigading dan Tirtohargo ini disebabkan oleh tingginya kontribusi komoditas cabai dan
bawang merah.

Besarnya perbedaan tingkat pendapatan tersebut membawa konsekuensi pada
besarnya perbedaan tingkat belanja barang-barang konsumsi sekunder. Jumlah nilai
konsumsi barang-barang kebutuhan konsumsi sekunder seperti sabun, detergen, pasta
gigi dan kosmetik merupakan kebutuhan yang akan segera dipenuhi jika kebutuhan
primer telah dapat tercukupi. Rata-rata nilai pembelanjaan barang-barang konsumsi
sekunder tersebut untuk setiap tahun antar desa-desa yang mengalami depopulasi dengan
desa-desa lainnya menunjukkan perbedaan yang amat kontras. Rata-rata nilai belanja
barang konsumsi sekunder di Wirokerten dan Diingo berturut-turut adalah Rp 39.422,-
dan Rp 35.653.- per kapitaftahun atau sekitar 4-6 persen dari pendapatan. Sementara
konsumsi kebutuhan barang sekunder di Srigading dan Tirtohargo Rp 41.993,- dan Rp
25.511,- atau sekitar 2-3 persen dari pendapatan. Kemampuan masyarakat di desa-desa
yang terdepopulasi untuk memenuhi lebith banyak barang-barang konsumsi sekunder
mengindikasikan tingkat kesejahteraan yang lebih baik di desa-desa terdepopulasi.
Angka indeks pemilikan barang dari sepuluh macam barang yang ditanyakan juga sejalan
dengan kecenderungan ini. Indeks tertinggi dicapai oleh Desa Wirokerten (5,1 1), disusul
Srigading, Tirtoharge dan Dlingo berturut-turut 4,88, 4,25 dan 3,8.

Perbaikan tingkat kesejahtaraan masyarakat juga dapat dilibat dari akses
masyarakat unluk memperoleh pelayanan sosial seperti dalam hal piliban jenis
pelayanan kesehatan dan jenjang serta jalur pendidikan bagi anak-anak responden. Jenis-
jenis pelayanan sosial tersebut dapat diperoleh dengan membayar sejumlah vang tertentu,
sehingga pemanfaatan jenis pelayanan tertentu akan mencerminkan tingkat pengetahuan
sekaligus daya beli pelakunya. Pilihan masyarakat di desa yang paling terdepopulasi
(Srigading dan Tirtohargo) untuk pelayanan kesehatan cenderung memiliki spektrum
yang menyebar dari dokter spesialis, dokter umum prakiek, dokter puskesmas sampai
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dengan mantri/bidan. Pola ini sangat mirip dengan pola yang dibentuk oleh kelompok
kontrol Desa Wirokerten, sedangkan Dlingo berdiri sendiri dengan perolehan pelayanan
kesehatan yang paling dominan pada dokrer puskesmas.

Sementara dari jenis dan keberlanjutan pendidikan anak-anak responden dapat
diamati adanya kecenderungan yvang amat menarik. Anak-anak dari responden di Desa
Srigading dan Tirtohargo memiliki peluang vang lebih besar untuk melanjutkan
pendidikan pada sekolah menengah wnum (SMU). Sekitar 45-55 persen responden
melaporkan adanya anzk yang sudah permah/sedang sekolah di SMU, pola ini amat mirip
dengan kelompok kontrol Desa Wirokenen. Sementara kelompok rumahtangga yang
sama di Dlingo proporsinya hanya kurang dari 25 persen. Ini berarti peluang mencapai
tingkat pendidikan SMU di desa-desa paling terdepopulasi sudah sama dengan peluang
memasuki SMU di Desa Wirckerien sebagai kelompok kontrol, tetapi jauh di atas
peluang melanjutkan ke SMU di Desa Dlingo.

Keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak dari rumahtangga di Srigading dan
Tirtohargo, seperti halnya di Wirokerten. juga lebih terjamin daripada di Dlingo. Antara
8-10 persen rumahtangga melaporkan mengirimkan anak-anaknya ke PTS. Meskipun jika
dibandingkan dengan proporsi rumahtangga yang mengirmkan anaknya ke SMU, angka-
angka ini jauh lebih rendah; namun secara konsisten tergambar bahwa memang secara
ekonomis rumahtangga di Srigading dan Tirtohargo jauh lebih baik daripada di Dlinge,
sehingga mampu mengirim anak-anaknya melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan
tinggi khususnya PTS dengan biaya yang lebih mahal. Dengan demikian dapat diambil
suatu kesimpulan bahwa depopulasi telah ditangpapan dengan perubahan orientasi tanam
menuju fanaman komersial dan peningkatan tekanan penduduk atas lahan dalam bentuk
intensitas kegiatan cocok tapam dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat
kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Secara keruangan depopulasi perdesaan terjadi di desa-desa yang relatif
terisolasi dari kota Yogyakarta. Terdapal dua gugus desa-desa terdepopulasi yaitu (1).
pugus vang terletak di dataran rendah Kecamatan Kretek, Sanden, Srandakan, Pundong
dan sebagian Imogiri dan (2}. gugus Kecamatan Dlingo. Terdapat empat macam faktor
vzng menentukan lerjadinya depopulasi perdesaan di Kabupaten Bantul. yaitu: (a). faktor
fHmi alamiah vang berupa kerentanan wilayah terhadap bencana alam banjir dan
pekeringan, {b). tingkat pendidikan masyarakat vang relatif tinggi, (c). isolasi wilayah
veng tercermin dari sulitnya interaksi dengan Kota Yogvakarta sebagat pusat penyedia
kesempatan kerja non-pertanian serta (d). terjadinva migrasi keluar yang besar sebagai
akibat dari sempiinyu kemungkinan melakukan mobilitas non-permanen ke kota secara
efisien,

Dari swdi kasus pada tingkat obesrvasi rumahtangga diketahui bahwa
rumahtangga di desa-desa yang paling terdepopulasi memang memiliki tingkat kelahiran
dan kematian vang rendah, tetapi memiliki tingkat migrasi yang sangat tinggi. Dengan
demikian ini merupakan wujud tanggapan demografis atas berbagai kendala alamiah dan




keterbatasan sumberdaya alam pada tingkat wilayah. Penurunan jumlah absolut
penduduk perdesaan di tingkat rumahtangga ditangkap sebagai peluang komersialisasi
karena tekanan subsistensi semakin melonggar, sehingga langkah yang diambil oleh
rumahtangga dalam memperbaiki kehidupannya adalah membentuk kegiatan ekonomi
komersial berdampingan dengan ekonomi subsisten. Ini dapat dipandang sebagi
tanggapan ekologis atas peningkatan depopulasi perdesaan. Meskipun demikian secara
kualitas maupun kuantitas tekanan penduduk atas lahan tidak menurun, bahkan
meningkat, bersamaan dengan proses depopulasi. Peningkatan kualitas dan kuantitas
tekanan penduduk atas lahan di desa-desa terdepopulasi ini antara lain berwujud
pemanfaatan tenaga kerja dari luar rumahtangga dalam kegiatan cocok tanam,
pemanfaatan pompa air untuk mengontrol ketersediaan air pada waktu banjir maupun
-kekeringan serta pemanfaatan masukan pertanian modern (insektisida, pestisida dan
pupuk kimia) yang sangat tinggi. Respon ekologis serupa tidak dijumpai di Dlingo yang
berlahan marginal dan berpenduduk reiatif jarang. Depopulasi perdesaan tidak
ditanggapi secara ekologis, karena adanya mekanisme mobilitas penduduk sirkuler yang
memungkinkan pembagian kerja pertanian di desa dan non-pertanian di kota. Dalam
kondisi seperti ini kegiatan pertanian dilihat sebagai sektor yang subsisten yang
menghasilkan produksi untuk memenuhi sebagain kebutuhan primer, sedangkan kegiatan
gkonomi di kota sebagai suplemen pemenuhan kebutuhan primer, sekunder maupun
tersier.

Dilihat konsekuensinya pada kesejahteraan rumahtangga. secara keseluruhan
rumahtangga di Srigading dan Tirtohargo mampu mencapai tingkat kesejahteraan yang
lebih tinggi daripada di Dlingo. Hal inj dapat diamati dari besarnya pendapatan umtuk
setiap rumahtangga dan komposisinya, pembelanjaan untuk kebutuhan sekunder, indeks
pemilikan barang, akses pelavanan kesehatan dan akses pelayanan pendidikan.
Pertanyaan yang muncu) kemudian apakah penggunaan masukan modern yang sangat
tinggi dan pemanfaatan pompa air untuk pengendalian air di lingkungan wilayah pantai
semacam vang terjadi di Srigading dan Tirtohargo akan memungkinkan terjadinya
pemanfaatan sumberdaya lahan secara lestarl. Hal ini masih memerlukan pengkajian
lebih lanjut.
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